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Abstract

This research aims to find out the extent of the application of good governance
principles to the government in Kerekeh Village. This type of research is descriptive
research with a qualitative approach. This method is used to see whether the good
governance principles has been properly implemented in Kerekeh Village, while
qualitative data comes form interviews regarding the object of the research. The
interviewee in the study are the head of village, the village secretary, the chairman
of BPD and the 8 community representatives from each hamlet as wellas the
secretary of the Community and Village Empowerment Office of Sumbawa as
additional informant. Data analysis is conducted with Miles and Huberman
qualitative data analysis techniques that include data collection, data reduction,
data presentation and conclusion/verification. Data validity testing is conducted by
discussing with academic advisor and colleague. The findings of this study show that
the application of nine basic principles of good governance in Kerekeh Village area
is not optimal. The not optimal implementation the good governance principles are
due to the area of the village is quite wide and the distance between villages
(hamlets) is far enough that it becomes an obstacle in establishing a relationship
between the government and the community. Therefore, synergy between the
government and the community is necessary in order to realize a good village
governance order in accordance with the good governance principles.
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PENDAHULUAN

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan dan
memberikan hak kepada desa untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya, yang
berarti desa bukan lagi sebagai objek pembagunan melainkan sebagai subjek
pembagunan. Salah satu bentuk implementasi dari UU ini adalah dengan mendorong
prakarsa, gerakan dan partisipasi aktif masyarakat untuk pengembangan potensi dan
aset desa itu sendiri.

Desa harus mulai berbenah, dari sistem atau mekanisme dalam menjalankan
roda pemerintahan yang masih tradisional. Langkah awal yang mesti dilakukan
pemerintah adalah memperhatikan dan mengawasi setiap proses yang terjadi dalam
mekanisme yang di jalankan oleh setiap pemerintah desa. Semua aktivitas yang
terjadi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan semuanya
haruslah sesuai dengan standar atau prinsip yang diamanatkan undang-undang atau
good governance.
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Good governance merupakan sistem yang diterapkan pada pemerintahan demi
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, sehat dan bermutu, serta dapat
memberikan dampak yang baik bagi pemerintah dan masyarakat. Sistem
pemerintahan ini muncul di era reformasi karena tuntutan terhadap keadaan
pemerintah di era orde baru dengan berbagai persoalannya seperti pemusatan
kekuasaan kepada Presiden.

Heriyanto (2015) mengemukakan bahwa good governance merupakan bagian
dari agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang di
harapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan, tak terkecuali di tataran
Pemerintah Desa. United Nation Development Programme (dalam Sedarmayanti,
2012) menguraikan sembilan prinsip dasar dari good governance, yaitu: partisipasi
masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi dibangun atas dasar arus
informasi yang bebas, peduli pada stakeholder, berorientasi pada consensus,
kesetaraan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Untuk mencapai Sumbawa yang maju, maka pembangunan terhadap setiap
desa menjadi hal utama yang harus di perhatikan. Peran desa (masyarakat dan
pemerintah desa) diharapkan mampu menjadi sentra baru aktivitas pembagunan dan
perekonomian baik fisik maupun non fisik, sehingga kemudian hal itu dapat
mengurangi ketimpangan yang terjadi antara desa dan daerah perkotaan. Oleh karena
itu, penerapan prinsip-prinsip good governance harus benar-benar secara maksimal
diterapkan oleh pemerintah desa.

Desa Kerekeh sebagai tempat penelitian ini merupakan salah satu desa yang
berada dalam wilayah Kecamatan Unter Iwes. Desa Kerekeh memiliki beberapa
keunggulan, seperti letak wilayah yang sangat berdekatan dengan pusat kota, sumber
daya alam dan sumber daya manusia yang cukup memadai serta memperoleh dana
bantuan dari pemerintah yang cukup besar pada setiap tahunnya. Berdasarkan
kondisi tersebut, desa Kerekeh seharusnya mampu menyamai desa-desa lain yang
terbilang maju. Namun faktanya, jalannya pemerintahan di desa Kerekeh masih
menemui banyak hambatan. Menurut catatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
(DPMD) Kabupaten Sumbawa tahun 2019 desa Kerekeh masih tergolong desa
berkembang (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019).

Permasalahan yang dianggap menghambat jalannya pemerintahan di desa
Kerekeh diantaranya adalah disebabkan prinsip-prinsip good governance belum
secara maksimal diterapkan. Wilayah desa yang cukup luas dan jarak antar
perkampungan (dusun) yang terpisah cukup jauh serta diperparah oleh sulitnya akses
transportasi dan persoalan signal yang tidak mendukung sehingga koordinasi antara
pemerintah desa dengan masyarakat menjadi terhambat. Oleh karena itu, untuk
mencapai good governance di desa Kerekeh, maka pemerintah dituntut untuk lebih
ekstra dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya demi terlaksananya
pemerintahan yang baik sehingga dampaknya benar-benar dapat dirasakan oleh
masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA
Good Governance

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (2000) mengemukakan bahwa pengertian good governance adalah
penyelenggaraan pemerintahan Negara yang sholid dan bertanggung jawab serta
efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan intraksi yang konstruktif di antara
domain-domain Negara, swasta dan masyarakat.
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World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi,
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan
disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya
aktivitas usaha (dalam Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan pandangan diatas, maka good governance mengandung dua hal,
yaitu: pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan
nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan
(nasional), kemandiran, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua,
aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan
tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini tergantung pada sejauh mana
pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme serta
administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

United Nation Development Programme (dalam Sedarmayanti, 2012)
menjabarkan sembilan prinsip dasar dari good governance, yaitu:

1. Transparansi
Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah. Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-
hasil yang dicapai. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan
persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada
preferensi publik.
2. Partisipasi
Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam proses pembangunan. Setiap warga negara mempunyai suara dalam
pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi
legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar
kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang
menyimpang.
3. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan
segala kegiatan, utamanya dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak
yang lebih tinggi. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan
pertanggungjawaban saja, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan
pemberi mandat untuk mendapatkan informasi baik lansung maupun tidak, baik
lisan maupun tulisan. Akuntabilitas dapat dilihat sebagai faktor pendorong yang
menimbulkan tekanan pada aktor-aktor untuk bertanggungjawab atas pelayanan
publik dan jaminan adanya kinerja pelayanan publik yang baik.
4. Supremasi Hukum
Supremasi hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya
keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan harus diposisikan secara
netral. Artinya setiap orang memiliki perlakuan yang sama dimata hukum tanpa
pengecualian, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu
termasuk dalam hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
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5. Peduli Pada Stakeholder
Prinsip ini lebih ditekankan pada pemerintah, artinya pemerintah dan
lembaga-lembaga teknis yang dimiliki harus berusaha untuk mengedepankan
kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam kapasitas dia sebagai
pelayan publik. Lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha
melayani segala pihak yang berkepentingan, dalam hal ini termasuk pelayanan
kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial.
6. Berorientasi Pada Consensus
Tata pemerintahan yang baik harus mampu menjembatani kepentingan yang
berbeda-beda demi mewujudkan dan terbangunnya konsensus menyeluruh dalam
hal apa yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Bila penyelenggaraan pemerintahan
konsistensi dengan consensus, tidak akan terjadi penyelenggaraan pemerintahan
asal jalan dan hanya bergantung pada kepentingan elite pemerintahan/politik saja,
melainkan adalah mengutamakan kepentingan bersama yang telah disepakati
diawal perencanaan.
7. Kesetaraan
Kesetaraan adalah semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang
sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Dalam hal
ini tidak dibolehkan ada pembedaan perlakuan terhadap masyarakat atau
golongan tertentu
8. Efektifitas dan Efesiensi
Proses pemerintahan dan lembaga harus menghasilkan sesuatu yang benar-
benar sesuai dengan apa yang dihaparapkan oleh seluruh masyarakatnya, hal itu
diwujudkan dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada secara
baik dan benar. Artinya penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada
permasalahan yang dihadapi, kebutuhan yang bersifat segera dan didasarkan pada
kebutuhan sumber daya yang dimiliki.
9. Visi Strategis
Visi strategis adalah keinginan pada masa depan yang lebih baik, dengan
menyelenggarakan pemerintahan yang berdasar pada konsep tujuan yang jelas
dan terukur. Hal tersebutlah yang akan menjadi komitmen bersama dalam
pencapaian sebuah tujuan dimasa mendatang.

Pilar-pilar good governance pada pemerintahan desa merupakan penopang dan
relasi pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik.
Menurut Dwipayana (2003), pilar-pilar good governance tersebut antara lain:

1. Pemerintah Desa, pelakunya adalah perangkat desa dan perangkatnya

2. Masyarakat politik, pelaksanaannya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3. Masyarakat sipil, pelakunya adalah institusi social, organisasi sosial dan
masyarakat

4. Masyarakat ekonomi, pelaksanaannya adalah personal atau organisasi ekonomi.

Pemerintahan Desa

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan
diatur serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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Desa memiliki dua wajah, yaitu: Pertama, desa adalah sebuah institusi
kemasyarakatan yang diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat. Melalui desa
ini masyarakat setempat mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk
melakukan pengolaan konflik dan mengembangkan kemaslahatan bersama. Kedua,
desa didefenisikan sebagai suatu perkumpulan masyarakat hukum ataupun entitas
social politik yang bukan hanya berhak namun juga mampu mengatur dan mengurus
kepentingannya sendiri (Karim, 2003).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk
menghasilkan gambaran akurat tentang proses implementasi prinsip-prinsip good
governance pada tataran pemerintahan di desa Kerekeh. Penelitian ini menggunakan
data kualitatif berupa keterangan-keterangan, baik secara tertulis maupun lisan
terkait penerapan prinsip-prinsip good governance pada tataran pemerintahan desa
Kerekeh. Data diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu aparatur
pemerintahan desa Kerekeh yang dikumpulkan melalui wawancara. Adapun
informan penelitian ini terdiri dari kepala desa Kerekeh, sekretaris desa Kerekeh,
ketua BPD desa Kerekeh, masyarakat desa Kerekeh, dan sekretaris Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa. Analisis data
dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang meliputi
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara berdikusi dengan dosen
pembimbing dan rekan sejawat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan melalui wawancara
kepada 12 informan penelitian, diperoleh informasi terkait implementasi prinsip-
prinsip good governance pada pemerintahan desa Kerekeh, yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip Partisipasi
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan
penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip partisipasi belum maksimal
diterapkan, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan
pemerintah desa masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena kondisi
desa yang kurang mendukung serta banyaknya masyarakat bersikap acuh terhadap
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Prinsip Tegaknya Supremasi Hukum
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan
penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip tegaknya supremasi hukum belum
maksimal diterapkan, masih ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa
kelompok masyarakat di depan hukum.
3. Prinsip Transparansi
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan
penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip transparansi belum maksimal
diterapkan, beberapa informasi terkait keuangan desa tertutup bagi bagi
masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahuinya.
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4. Prinsip Peduli Stakeholder
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan
penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip peduli stakeholder belum
maksimal diterapkan, sinergi antar pelaksana kegiatan pada beberapa kesempatan
tidak terjalin dengan baik, sering terjadi perbedaan pendapat, tidak menampakkan
kekompakan sebagai team dalam satu kesatuan, bahkan tak jarang terjadi
pertikaian dan saling menyalakan.
5. Prinsip Berorientasi Pada Consensus
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan
penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip orientasi pada consensus belum
maksimal diterapkan, dalam berbagai kesempatan proses musyawarah bukan
dilakukan semata-mata untuk mupakat melainkan hanya sebagai agenda
formalitas untuk menyetujui keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
pemerintah desa, masyarakat hanya diminta untuk mengisi daftar hadir dan
kemudian diam mendengarkan dan begitu seterusnya hingga prosesnya selesai.
6. Prinsip Kesetaraan
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan
penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip kesetaraan belum maksimal
diterapkan, masih sering terjadi perbedaan pelayanan yang diperoleh kalangan
masyarakat yang berada di dusun induk dengan kalangan masyarakat yang berada
di luar dusun induk.
7. Prinsip Efektifitas dan Efesiensi
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan
penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip efektifitas dan efesiensi belum
maksimal diterapkan, dalam proses penentuan kebijakan desa masih terdapat
produk pembangunan yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran dikarenakan
dampak dari pembangunan tersebut hanya dirasakan beberapa warga saja,
sementara dilain pihak ada yang lebih membutuhkan.
8. Prinsip Akuntabilitas
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan
penelitian diperoleh keterangan bahwa prinsip akuntabilitas belum maksimal
diterapkan, pertangungjawaban pemerintah desa atas berbagai kegiatan atau
program yang dilakukan sering kali tidak disampaikan kepada masyarakat
sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui tingkat kinerja yang telah dicapai.
9. Prinsip Visi Strategis
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 12 informan
penelitian diperoleh keterangan yang hampir sama antara masyarakat dan juga
pemerintah desa bahwa prinsip visi strategis telah cukup maksimal diterapkan.
Visi strategis sangat perlu untuk dirumuskan sedini mungkin, sebab hal tersebut
menyangkut capaian jangkan menengah dari sebuah pemerintahan.

Pembahasan

Pemerintah memiliki hak untuk mewujudkan kemandirian dalam memajukan
masyarakatnya secara demokratis, baik di bidang politik, ekonomi maupun budaya.
Hal ini tentu memerlukan birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif serta
mampu menjawab tantangan dalam menghadapi kondisi dinamis dan ketidak pastian
dimasa ini dan masa akan datang yang di dukung dalam wujud pengimplementasian
Undang-Undang tentang desa.

59



Samalewa: Jurnal Riset dan Kajian Manajemen Vol. 1 No. 1, Juni 2021

Terkait dana yang cukup besar yang digelontorkan pemerintah kepada desa
menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah desa. Pasalnya pemerintah
desa akan memiliki peluang yang cukup terbuka untuk memajukan wilayah dan
masyarakatnya. Namun disisi lain tantangan yang dihadapi cukup besar, yaitu
adanya asumsi negative dari banyak kalangan praktisi, akademisi, dan politisi justru
pesimis, mereka berpendapat bahwa pemberian dana yang cukup besar kepada
pemerintah desa akan berpotensi disalah gunakan. Oleh karena itu, penerapan prinsip
good governance dianggap akan mampu menjadi tembok pengaman atau pelindung
pemerintah desa dari ancaman negative tersebut.

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa mengandung sembilan prinsip dasar
dari good governance, yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum,
transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, peduli pada stakeholder,
berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan
visi strategis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi
prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan desa Kerekeh dapat diketahui
bahwa penerapan sembilan prinsip dasar pemerintahan yang baik atau good
governance di wilayah desa Kerekeh belum dilaksanakan secara maksimal. Hal
tersebut disebabkan karena wilayah desa yang cukup luas dan jarak antar
perkampungan (dusun) yang terpisah cukup jauh serta diperparah oleh sulitnya akses
transportasi dan persoalan signal yang tidak mendukung sehingga koordinasi antara
pemerintah desa dengan masyarakat menjadi terhambat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa Kerekeh
belum dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara maksimal dalam
menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan masyarakat belum dapat menjalankan
fungsi dan tanggungjawabnya secara maksimal dalam mengawasi jalannya
pemerintahan. Oleh Kkarena itu, sinergitas antar aparatur yang menjalankan
pemerintahan dengan masyarakat yang dipimpinnya harus terjalin dengan baik
sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat tepat guna dan sasaran serta tidak
terjadi penyimpangan.

Muhammad Shafwan (2013) dalam bukunya yang berjudul kejujuran sebagai
kunci kemakmuran NTB, beliau mengatakan bahwa saat ini sulit menemukan
kejujuran pada setiap perkataan dan tindakan. Sering kali justru kecendrungannya
adalah berupa pembelaan dan pelintiran dari kenyataan. Berdasarkan pandangan
tersebut, maka kunci untuk memajukan desa Kerekeh menjadi lebih baik adalah
semua pihak harus menjalankan perannya sesuai fungsi dan tanggungjawabnya
masing-masing. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan berdampingan untuk
mencapai tujuan yang diinginkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Heriyanto (2015), yang melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip good
governance dalam tata kelola pemerintahan desa Triharja di kecamatan Sleman
kabupaten Sleman. Penelitian ini berfokus untuk melihat sejauh keberhasilan
penerapan 6 prinsip-prinsip dasar good governance, yaitu transparansi, partisipasi,
akuntabilitas, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi, orientasi consensus. Hasil dari
penelitian ini menemukan bahwa penerapan perinsip-prinsip tersebut belum begitu
maksimal. Hal itu dikarenakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam
mewujudkan prinsip-prinsip tersebut tidak terjalin dengan baik.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan lapangan yang telah penulis
lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sembilan prinsip dasar pemerintahan
yang baik atau good governance di wilayah desa Kerekeh belum dilaksanakan secara
maksimal. Belum maksimalnya penerapan prinsip good governance tersebut
disebabkan karena wilayah desa yang cukup luas dan jarak antar perkampungan
(dusun) yang terpisah cukup jauh serta diperparah oleh sulitnya akses transportasi
dan persoalan signal yang tidak mendukung sehingga koordinasi antara pemerintah
desa dengan masyarakat menjadi terhambat.

REKOMENDASI

Untuk dapat menjadi desa yang maju, maka proses dan sistem tata kelola
pemerintahan harus dibenahi lebih baik. Pemerintah desa dan masyarakat harus
sama-sama memahami tentang prinsip-prinsip good governance, tujuannya agar
masyarakat dapat mencegah terjadinya kebijakan-kebijakan yang menyimpang serta
mengingatkan pemerintah ketika salah dalam menentukan langkah, sehingga dapat
terjamin adanya kinerja pemerintahan yang baik dari aktor-aktor yang menjalankan
pemerintahan.
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